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TINJAUAN TEORI
A. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yakni :
1. Asas Desentralisasi
Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu :
a. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
c.Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan
kewenangan serta,
d.Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.
Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan
kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi
kewenangan dapat melaksanakan pemerintahanya sendiri tanpa intervensi dari pusat.1
Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak
dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam
mewujudkan pemerintahan yang demokratis.Suatu pemerintahan yang mampu
mengakomodasikan unsure-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat
daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat)
sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada didaerah (pemerintah daaerah),
1Jazim Hamidi, Optik Hukum  Peraturan Daerah Bermasalah, ( Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2011) h. 17-18.
untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada
daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.2
Philipus m. hadjon, mengemukakan:3Desentralisasi mengandung makna bahwa
wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan
oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih
rendah, baik baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan
yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan
pemerintahan.
Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Bagir Manan, mengemukakan:4Ditinjau dari
sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban
pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada
daerah.Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang
bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.Pusat tidak perlu
mempunyai aparat sendiri di daaerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan.Namun
demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara desentralisasi dan
dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi sesuatu yang harus ada ( dapat dilaksakan secara
bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara kesatuan). Baik
desentralisasi maupun merupakan merupakan ciri suatu Negara bangsa dan keduanya berangkat
dari suatu titik awal yang sentralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert H. Werlin, bahwa
sesungguhnya desentralisasi tidak terjadi tanpa sentralisasi.
2Titik Triwulan, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010). h. 122
3Ibid, h.122
4 Ibid, h. 122-123
Ismail Husni, (pidato wisuda dalam rapat senat terbuka institut ilmu pemerintahan dalam
negri 16 juli 1986) mengemukakan:5Dengan mengikuti sejarah pertumbuhan dan perkembangan
organisasi-organisasi modern dibeberapa Negara. Dapat diketahui bahwa desentralisasi pada
hakikatnya merupakan suatu konsep yang lahir setelah sentralisasi mencapai wujudnya.Ini
berarti bahwa desentalisasi tak mungkin lahir tanpa didahului sentralisasi, sebab sebelum
desentalisasi dilaksanakan sentralisasilah yang mula-mula diperlukan.
Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut di akonstas, maka antara desentralisasi dan
dekonsentrasi memiliki persamaan, namun terdapat perbedaan.Penyelenggaraan dekonsentrasi
dilaksanakan dalam suatu area hokum administrasi sehingga antara organ pemerintah yang ada
dipusat dengan pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi di daerah terdapat suatu
hubungan yang hirarki.Dalam hubungan yang demikian itu, tidak ada suatu penyerahan
wewenang.Penyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi hanya merupakan pelaksana dari
kebijakan yang telah ditetapkan dari pusat.Hal ini berarti bahwa dekonsentrasi adalah unsur
sentralisasi.
Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi berangkat dari, saat mana sentralisasi tidak
mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu Negara kesatuan yang memiliki wilayah yang
luas dengan jumlah penduduk yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan
agama, dengan kondisi demikian sentralisasi menghadapi tantangan berupa tuntutan-tuntutan
daerah karena pemerintahan yang sentralistik dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat,
konsekuaensi dari luas wilayah, keragaman suku, adat istiadat, dan agama adalah daerah
memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu
pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentiusangan yang berbeda setiap daerah.
5Ibid, h. 123-124
Pemerintah yang sentralistik tidak mampu secara bersamaan mengakomodasi berbagai
kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kepada daerah harus diberi wewenang untuk
mengurus kebutuhan dan kepentinganya itu menjadi urusan rumahtangganya.
Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan didaerah lebih
disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.6Dalam rangka desentralisasi dibentuk
daerah otonom.
Dalam rangka desentralisasi daerah otinom berada diluar hirarki organisasi pemerintahan
pusat.Desentralisasi menunjukan pola hubungan kewenangan antara organisasi, dan bukan pola
hubungan intra organisasi.7
Berkaitan dengan hal tersebut, Joniarto mengemukakan tiga elemen pokok dalam
desentralisasi: pertama, pembentukan organisasi pemerintahan daerah otonom, kedua,
pembagian wilayah Negara menjadi daerah otonom, dan ketiga, penyerahan wewenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara kesatuan
kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui proses hukum. Dengan kata lain
bahwa dalam proses desentralisasi adalah wewenang pemerintah pusat.8
Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu decentrum yang
berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie, desentralisasi adalah perlawanan kata
dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya.
Menurut Inu, Desentralisasi adalah:9 “Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti
pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri,
6Ibid, h. 125
7 Ibid, h. 125
8Ibid, h. 125
9http://senatorindonesia.org/senator/uploaded/files/unhas_esensi dan urgensitas perturan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah.pdf. h .12-18
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah
tangga pemerintah daerah tersebut”.
Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan
kebalikan dari sentralisasi.Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemrintah baik dipusat
maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat.Pejabat-pejabat di daerah hanya
melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan
pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.
Menurut Hamzah10, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang
kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah
yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani
semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan
kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal
yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari
prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai
cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan
memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.
Menurut Hans Kelsen11, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara
karena negara itu merupakan tatanan hukum (legal order), maka pengertian desentralisasi itu
menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum
yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (central norms) dan
ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda
yang disebut desentral atau kaidah lokal (decentral or local norms). Jadi apabila berbicara
10Ibid, h. 12-13
11Ibid, h. 13
tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan
(wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut.
Dennis A. Rondinelli dan Cheema, merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih
merujuk pada perspektif
yang lebih luas namun tergolong perpektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah:
The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central
government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and
parastatal organizations, local government, or local non-government organization.
Definisi ini tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian wewenang di dalam
struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi pendelegasian wewenang kepada
organisasi non pemerintah (LSM).12
2. Asas Dekonsentrasi.
Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat
menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainya yang tidak berbentuk
peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan/ atau membuat keputusan
bentuk lainya untuk kemudian dilaksanakan sendiri.Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi
berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan
pusat dipemerintahan.13
Laica marzuki menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah:14 “Dekonsentrasi merupakan
ambtelijke decentralisastie atau delegatie van bevoegheid, yaitu pelimpahan kewenangan dari
alat perlengkapan Negara dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan
tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan”
12Ibid, h. 14
13 Jazim hamidi, loc. cit
14Jazim hamidi, Ibid, h. 16
Sementara maddick berpendapat bahwa: “The delegation of authority adequate for the
discharge of specified functions to staff a central department who are situated outside the
headquarters”
Dari kedua pengertian diatas maka asas dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran
kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar diwilayah-wilayah untuk melaksanakan
kebijaksanaan pusat.15
Henry Maddick,16 membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasidengan
menyatakan bahwa desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk
melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah.” Sementara dekonsentrasi merupakan: The delegation of authority equate for the
discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the
headquarters.
Sementara menurut Parson,17 dekonsentrasi adalah: The sharing of power between
members of same ruling of group having authority respectively in different areas of tha state.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas
desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal
18 ayat (5) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang
administrasi di dalam struktur pemerintahan.
Urusan pemerintah pusat yang perlu diselenggarakan oleh perangkat pemerintah pusat
sendiri, sebetulnya tercermin dalam pidato Soepomo di hadapan BPUPKI tanggal 31 Mei dengan
15Jazim hamidi, Ibid, h. 17.
16Op.cit, h. 14.
17Ibid, h. 14
mengatakan:18"Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu,
segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai
tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan
apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada
"doellmatigheid" berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya."
Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai
pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam
lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat,
seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan
kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.
Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali
tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting.
Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu
Cipto Handoyo dan Y.Thresianti,19memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi,
menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan
pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah
administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari
penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.
3. Asas Tugas Pembantuan
Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat diserahi kewenangan
untuk melaksanakan tugas pembantuan (medebewind). Tugas pembantuan dalam pemerintahan
18Ibid, h. 15
19Ibid, h. 16.
daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
tingkat atasnya.
Menurut Irawan Soejito,20tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas
legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (beschikken). Daerah yang mendapat tugas
pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.Amrah
Muslim menafsirkan tugas pembantuan (medebewind) adalah kewenangan pemerintah daerah
menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih
tinggi tingkatannya.Sementara itu, Bagir Manan,21 mengatakan bahwa pada dasarnya tugas
pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (de
uitvoering van hogere regelingen).Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan
termasuk yang diperintahkan atau diminta (vorderen) dalam rangka tugas pembantuan.Tugas
pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan
penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai
persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari
:
1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh
pertanggungjawaban mengenai penyeleng- garaan tugas pembantuan adalah tanggung
jawab daerah yang bersangkutan.
2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas
pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan),
20Ibid, h. 17.
21Ibid, h. 17-18.
karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara
melaksanakan tugas pembantuan.
3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan
(overdragen) bukan penugasan (opdragen). Perbedaannya, kalau otonomi adalah
penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.
B. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam
Dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan Daerah
merupakan urutan yang paling bawah. Walaupun demikian fungsi dan peranannya cukup kuat
karena dibentuk oleh pemerintah daerah, yakni oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD yang
disahkan secara bersama-sama, dan diundangkan dalam lembaran daerah dan berlaku untuk
masyarakat sesuai dengan tingkatannya, yakni Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
Demikian juga halnya dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002
tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Tentunya Peraturan Daerah ini berlaku dalam wilayah
Kota Batam, yakni berhubungan dengan penyakit-penyakit masyarakat yang terjadi di Kota
Batam.
Perubahan status Kota Batam dari Kota Administrasi menjadi kota definitif berdasarkan
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam mengakibatkan
konsekuensi yang luas terhadap pengaturan dan pengurusan perkembangan Kota Batam.
Oleh karena itu seiring dengan semangat otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan untuk
mengatur dirinya, termasuk dalam mengatur ketertiban sosial dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat perlu dibina nilai-nilai dan
norma-norma sosial yang sesuai dengan adat, budaya dan agama di samping memperhatikan
aspek-aspek dinamika sosial budaya yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.
Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum khususnya ketertiban sosial merupakan
suatu investasi sosial yang mempunyai efek yang menyeluruh yang tidak bisa dihitung dengan
ukuran material. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetap berlandaskan
pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan
utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa, bahwa kebahagiaan hidup akan
tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai
pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam
hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di
Kota Batam sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peraturan
daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Kota Batam.
Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk perbuatan yang
merupakan penyakit masyarakat, yang telah mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap
ketertiban umum dan keresahan di tengah-tengah masyarakat di Kota Batam diperlukan aturan
hukum yang mengatur hal tersebut.
Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 yang dimaksud dengan ketertiban sosial
adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat
dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib
dan teratur, nyaman dan tenteram.
Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti adalah suatu tempat untuk mengembalikan moralitas
dan mentalitas seseorang supaya dapat hidup normatif sehingga mampu melaksanakan fungsi
sosialnya sebagai warga negara yang baik.
Asusila dalam Peraturan Daerah ini, adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan
sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum.
Pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, adalah segala perbuatan yang mengarah
kepada perbuatan asusila yang dilakukan dengan maksud menyuruh atau mempengaruhi atau
mengajak atau menganjurkan atau memberikan kemudahan kepada orang lain untuk melakukan
perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik secara langsung maupun terselubung.
Sedangkan pengertian dari pelacur dalam peraturan daerah ini, adalah setiap orang baik
laki-laki atau perempuan yang karena jasanya menerima upah, baik berupa uang atau lainnya
atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya,
mengadakan hubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai orang yang
sejenis dan atau yang berlawanan jenis dengannya.
Dari beberapa pengertian tersebut di atas merupakan hal-hal yang menjadi runag lingkup
penelitian ini, yakni tentang penerapan Peraturan Daerah tersebut terhadap penyakit-penyakit
yang ada dalam masyarakat. Peraturan daerah ini merupakan peraturan yang harus diperhatikan
dan dipatuhi oleh setiap masyarakat, dan bagi pelanggaran terhadap peraturan daerah ini
tentunya mendapar ganjaran atau sanksi.
Peraturan daerah dibentuk oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD, dengan
tujuan untuk mengatur dan memberikan kenyaman kepada masyarakat, yang berhubungan
dengan berbagai masalah dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Masyarakat Kota Batam adalah masyarakat yang majemuk yang senantiasa menjunjung
tinggi nilai adat istiadat sebagai sendi kehidupan. Perbuatan, tindakan maupun perilaku yang
berhubungan dengan penyakit masyarakat seperti asusila, judi dan minuman keras merupakan
perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang
dipandang hina oleh masyarakat dahulu kala sampai sekarang, baik itu menurut syariat agama
maupun hukum adat.
Pelarangan dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002, adalah sebagai upaya dari
Pemerintah Kota Batam dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Batam yang aman, tentram
dan tertib dari masalah yang menyangkut penyakit masyarakat yang pada akhirnya dapat
mengakibatkan kerawanan sosial.
Untuk itu guna mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram dari berbagai gangguan,
ancaman dan perbuatan penyakit masyarakat maka pelarangan dan penindakan penyakit
masyarakat dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan daerah, norma-norma adat,
tatakrama kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala
kerusakan moral maupun kerawanan sosial lainnya sebagai dampak dari timbulnya penyakit
masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.22
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota
Batam terdiri dari:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Tertib Sosial
Bab III : Tertib Susila
Bab IV : Tertib Jasa Hiburan
Bab V : Pengawasan
Bab VI : Penyidikan
Bab VII : Ketentuan Pidana
Bab VIII : Sanksi Administrasi
22Penjelasan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam.
Bab IX : Ketentuan Peralihan
Bab X : Ketentuan Penutup
Bab-bab dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban
Umum di Kota Batam tersebut, dijelaskan melalui pasal demi pasal secara sistematis sesuai
dengan urutannya.
